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Salah  satu  perkembangan  panting  dalam  generasi  terakhir  ini  ii^dalabz 
bahwa  bangsa-bangsa  yang  dijajah  negara-negara  imperialisjBarat  berhasil 
mendapatkan  kemerdekaan  politik  dan  sejak  itu  mengerahkcin  tenaga  dan  mo- 
dal untuk  membangun  perekonomian  mereka  guna  meningkatkan  taraf  hidup 
rakyat  yang  rendah  karena  menyadari  bahwa  kemerdekaan  politik  tanpa  ke- 
majuan  ekonomi  tidak  banyak  berarti  dan  tidak  lengkap.  Dengan  maksud  itu 
mereka  berjuang  untuk  merubah  pembagian  kerja  internasional  jaman  kolo- 
nial  yang  menempatkan  mereka  sebagai  produsen  bahan  mentah  untuk  negara- 
negara  penjajah  dan  pengimpor  barang-barang  jadi  mereka.  Selain  berjuang 
untuk  mendapatkan  better  terms  of  trade,  mereka  juga  berusaha  untuk  se- 
banyak  mungkin  mengolah  bahan  mentah  mereka  dan  secara  demikian  lambat 
laun  menjadi  negara  industri.  Dalam  rangka  itu  mereka  berusaha  mendapat- 
kan modal,  taknologi  dan  ketrampilan  menejemen  yang  diperlukan  dari  ne- 
gara-negara maju  dengan  syarat-syarat  yang  wajar. 

Sehubungan  dengan  itu  masyarakat  dunia  telah  mendirikan  Bank  Dunia 
dan  Dana  Moneter  Internasional  atau  IMF  (1944) ,  yang  pertama  untuk  mema- 
jukan  investasi  internasional  guna  menciptakan  tingkat  produksi  yang 
tinggi,  dan  yang  kedua  untuk  memperlancar  dan  meningkatkan  perdagangan 
dunia  dengan  membantu  terselenggaranya  pertukaran  uang  antaa  negara  se- 
cara lancar  dan  stabil.  Dewasa  ini  fungsi  utama  Bank  Dunia  adalah  membe- 
rikan  pinjaman  jangka  panjang  untuk  proyek-proyek  pembangunan  yang  pro- 
duktif  dan  menimbulkan  pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  anggota  yang 
kurang  berkembang.  Sedangkan  IMF  terutama  ber fungsi  sebagai  "bank  'ipken- 
tral  dunia"  yang  mengumpulkan  dana  internasional  dan  membantu  negara-ne- 
gara anggotanya  dalam  memperoleh  likuiditas  internasional  guna  keperluan 
pembayaran-pembayaran  mereka  ke  luar  negeri.  Dalam  rangka  pelaksanaan 
tuga.snva  dan  peningkatan  pelayanannya,  kedua  lembaga  internasional  itu 
set lap  tahun  ber si  dang,  . 

Sidang  tahunan  Bank  Dunia  -  IMF  tahun  ini  (1976)  berlangsung  dengan 
latar  belakang  ciri-ciri  ekonomi  dasawarsa  1970-an.  Menurut  para  ahli 
pengamat  ekonomi  dunia,  masalah  inflasi  dan  pemulihan  kesehatan  ekonomi 
merupakan    masalah-masalah    pokok    yang    dijumpai    di    dalam  konjungtur 
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ekonomi  dunia.  Bagi  negara-negara  berkembang  masalahnya  juga  meliputi  cara 
bagaimana  negara-negara  maju  lewat  lembaga-lembaga  internasional  seperti 
Bank  Dunia  dan  IMF  dapat  membantu  pembangunan  mereka.  Akan  tetapi  sidang 
tahunan  Bank  Dunia  -  IMF  tersebut  ternyata  tidak  banyak  membawa  hasil  gang 
konkrit  bagi  negara-negara  berkembang  oleh  sebab  negara-negara  maju  yang 
masih  dominan  dalam  pengambilan  keputusan-keputusan  enggan  untuk  membantu 
mereka  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan,  tidak  hanya  karena  mengalami 
kesulitan-kesulitan  ekonomi  melainkan  juga  karena  " jengkel"  terhadap  nega- 
ra-negara berkembang  yang  semakin  bersatu  dan  cenderung  untuk  menempuh  ja- 
lan  keras  guna  mendapatkan  keinginan-keinginan  mereka.  Secarm  dtemikian 
Bank  Dunia  maupun  IMF  belum  bersedia  memberikan  bantuan  yang  memadai  kepa- 
da  negara-negara  berkembang. 

Analisa  bulan  November  ini  mengajak  sidang  pembaca  untuk  membahas  ma- 
salah  dana  pembangunan  itu.  Dalam  "SIDANG  TAHUNAN  IMF-MSNK  .  VUNIA  1976" 
N.  ARSJAD  mengulas  tema-tema  yang  dibicarakan  pada  sidang  itu,  sedangkan 
dalam  "KELAMBATAN  PERKEMBANGAN  LEMBAGA-LEMBAGA  KEUANGAN  NASIONAL  AKAN  MEM- 
PERBESAR  KETERGANTUNGAN  PADA  BANK-BANK  INTERNASIONAL"  PANGLAYKIM  membahas 
kondisi  lembaga-lembaga  keuangan  nasional  dan  akibat-akibatnya.  Nampaknya 
dalam  melanjutkan  kegiatan  pembangunan  pada  masa  yang  akan  datang  masalah 
dana,  baik  yang  berasal  dari  sumber  luar  negeri  maupun  dalam  negeri,  akan 
tetap  penting.  Demikianpun  kebijaksanaan  yang  berhubungan  dengan  pehing- 
katan  kemampuan  lembaga-lembaga  keuangan  dalam  negeri. 
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SIDANG  TAHUNAN  IMF-BANK  DUNIA  1976 


N.  ARSJAD 


I.  PENDAHULUAN 


Sidarig  tahunan  IMF-Bank  Dunia  tahun  ini'  (Oktober  1976)  diadakan  di 
salah  satu  ibukota  negara  anggota  ASEAN  yaitu  Manila,  Pilipina.  Sebelxim- 
nya,  dalam  tahun  1976  ini  juga  telah  diselenggarakan  satu  pertemuan  besar 
dan  bersejarah  di  Kingston,  ibukota  Jamaika.  Pertemuan  Jamaika  itu  (Ja- 
nuari  1976)  merupakan  sidang  gabungan  IMF-Bank  Dunia  yang  ada  kaitannya 
dengan  pertemuan  bulan  Oktober  ini.  Dalam  pertemuan  Kingston  tersebut, 
negara-negara  anggota  IMF  bersepakat  untuk  menciptakan  situ  sistem  mone- 
ter  internasional  baru  yang  sementara  orang  menainakannya  "Kingston  Sys- 
tem". 

Pertemuan  IMF-Bank  Dunia  bdlan  Oktober  ini  berlangsung  dengan  latar 
belakang  ciri-ciri  khas  ekonomi  dasawarsa  1970-an.  Banyak  masalah  dan 
tantangan  yang  harus  diatasi  bangsa-bangsa  dalam  dasawarsa  .1970-an...  .Wa- 
laupun  keadaan  ekonomi  di  tahun  1976  adalah  lebih  baik  dari  tahun- tahun 
sebelumnya,  namun  bayang-bayang  yang  menakutkan  dari  adanya  bahaya  peng- 
angguran,  resesi,  inflasi,  kekurangan  pangan  dan  lain  sebagainya,  masih 
mempengaruhi  keadaan  ekonomi  tahun  ini. 

Menurut  para  ahli  pengamat  ekonomi  dunia,  dewasa  ini  masalah  infla- 
si dan  pemulihan  kesehatan  ekonomi  (economic  recovery)  merupakan  masalah- 
masalah  pokok  yang  dijumpai  di  dalam  konjiongtur  ekonomi  dunia.  Buat  ne- 
gara-negara berkembang  yang  sedang  membangun,  masalahnya  bukan  hanya  se- 
perti  hal-hal  yang  disebut  di  muka.  Masalahnya  ialah  bagaimana  negara- 
negara  maju  lewat  lembaga-lembaga  internasional,  seperti  IMF  dan  Bank 
Dunia,  dapat  membantu  pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan.  Bantuan  in- 
ternasional serta  kerjasama  internasional  dalam  segala  bentuknya  itu  se- 
nantiasa  diperlukan  bagi  negara-negara  berkembang. 
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Berita  dari  Manila  menyebutkan  bahwa  sidang  tahunan  ke-31  IMP  dan 
Bank  Dunia  tidak  banyak  membawa  hasil  yang  konkrit  bagi  negara-negara 
berkembango  Keengganan  negara-negara  maju  untuk  membantu  negara-negara 
sedang  membangun  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  diperkirakan  ±)U- 
kan  sekedar  disebabkan  oleh  adanya  krisis-krisis  ekonomi  dalam  negeri 
dari  negara-negara  maju,  akan  tetapi  lebih  daripada  itu,  "kemauan  po- 
litik"  untxik  member ikan  bantuan  yang  cukup,  belum  terwujud. 

Di  kalangan  negara-negara  maju  ada  semacam  pendapat  bahwa  pada 
umumnya  negara-negara  sedang  membangun  cenderung  untuk  menempuh  jalan 
yang  keras  dalam  "memaksakan"  keinginan-keinginan  mereka.  Sej^  dilan- 
carkannya  politik  embargo  minyak,  yang  diikuti  dengan  kenaikan  harga 
minyak,  oleh  negara-negara  Arab  di  akhir  tahxah  1973,  nampaknya  ada  se- 
macam perasaan  "jengkel"  dari  negara-negara  maju  terhadap  aksi-aksi  ne- 
gara-negara berkembang  yang  pendirian  mereka  sudah  semakin  teguh  dan 
menyatu. 

XI.  PERANAN  IMF  DAN  BANK  DUNIA 

j.'x.iJii..        .  .        J.-        .  1  ,  '.,  .  .  uj '  ■ .;.  \ 

Setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  II,  seluruh  bangsa  di  dunia  men- 
cita-citakan  terwujudnya  kemakmuran  dunia  yang  adil  dan  merata.  Depre- 
si  besar  di  bidang  ekonomi  seperti  yang  terjadi  sebelum  Perang  Dunia  II 
diharapkan  tidak  terulang  lagi.  Oleh  karena  itu,  adalah  suatu  keharus- 
an  untuk  bangsa-bangsa  dapat  bekerjasama.  Pada  gilirannya  kismakinuran 
dunia  untuk  sebagian  tergantung  pada:  (i)  luasnya  prodviksi,  sebagian 
lagi  tergantung  pada  (ii)  keberesan  sistem  pertukaran  uang  (exchange 
system) ,  serta  sebagian  yang  lain  tergantung  pada  (iii)  syarat-syarat 
yang  mengatur  perdagangan  barang-barang  dan  jasa-jasa  secAra  interna- 
sional . 

Didirikannya  lembaga-lembaga  internasional  di  bawah  naungan  PBB, 
seperti  misalnya  Bank  Dunia  (1944) ,  IMF  (1944)  dan  GATT  (1947)  adalah 
tidcik  lepas  dari  usaha-usaha  mewujudkan  kemakmuran  dunia. 

Fungsi  dan  tugas  pokok  Bank  Dunia  adalah  mempromosikan  investasi 
internasional  guna  menciptakan  tingkat  produksi  yang  tinggi,  sedangkan 
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tugas  utama  Dana  Moneter  Internasional  (IMP)  adalah  untuk  membantu  ter- 
selenggaranya  pertukaran  uang  antar  riegara  dengan  l£uicar  dan  steQail. 
GATT  (General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade)  didirikan  untuk  i  melayahi 
perdagangan  antar  bangsa  sedemiki£in  rupa  sehingga  hambatan-hambatan  di 
bidang  tarif  dan  perdagangan  dapat  dihindari. 

1.  BANK  DtFNIA 

Dewasa  ini ,  f ungsi  utama  Baak  Dunia  adalah  memberikan  pin j  aman  j  ang- 
ka  panjang  untuk  membangun  proyek-proyek  yang  produktif  dan  yang  menim- 
bulkan  pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  anggota  kurang  terbangiin 
(less  developed  member  countries) »  Sektor-sektor  yang  dibiayai  pin j aman 
Bank  Dunia  ini  antara  lain  ialah  sektor-sektor  tenaga  listrik,  jalan- 
jalan  raya  dan  jalan-jalan  kereta  api,  pelabuhcui-pelabuhan  laut  dan  u- 
dara,  penggalian  dan  penyaluran  gas  alam,  telekomunikasi,  ,  pertahian, 
industri,  dan  penyediaan  air. 

Sebagai  salah  satu  lembaga  pembiayaein  pembangunan  :  internasional f 
Bank  Dunia  memberikan  pinjamcin  dengan  persyaratan  setengah  lunak,  khu- 
susnya  untuk  negara-negara  sedang  membangun,  dengan  jangka.waktu  berki- 
sar  cintara  15  sampai  19  tahiin,  di  antara  jangka  waktu  itu  terdapat  masa 
bebas  angsureui  (grace  period)  selama  ^iga  isampai  lima.  tahun,  sertabunga 
yang  dikenakan  adalah  sebesar  8,9%  per  tahun  (berlaku  sekarang) . 

Dalam  pemberian  dana  buat  pembangunan.  Bank  Dunia  mempunyai  dua 
lembaga  afiliasi  (financial  affiliate)  dikenal.  dengan  nama:  (i)  Inter- 
national Development  Association  (IDA)  dan  (ii)  International  Financial 
Corporation  (IFC) .  Dua  lembaga  yang  disebut  terakhir  ini  dan  Bank  Dunia 
itu  sendiri  telah  membentuk  apa  yang  dinamakan  "World  Bank  Group". 

2.  IDA     '  • 

IDA  mulai  beroperasi  pada  tahun' 1960  (Bank  Dvinia  mulai  beroperasi 
tahuh  1946) ,  khususnya  member!  bantuan  kepada  negara-negara  paling  mis- 
kin  di  antara  kelompok  negara-negara  berkembang .  Pin  j  aman  yang  diberikan 
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IDA  ini  biasa  disebut  pinjaman  lunak  (soft  loan  atau  "concessionairy 
loan'')  ,;ber'jangka  sangat  panjang  (sampai  batas  50  tahun)  dengan  biinga 
yang  kecil  sekali  atau  hanya  berupa  ongkos  administrasi  sebesar  3/4 
sampai  1%  dari  pinjaman  per  tahun. 

Hampir  semua  pinjaman  IDA  ditujukan  untuk  membantu  pendirian  pro- 
yek-proyek  yang  bersifat  "public  works"  dan  jasa-jasa  lainnya  yang  se- 
cara  langsung  tidak  menghasilkan  pendapatan  (income) ,  misalnya  proyek 
konstruksi  jalan  raya  lintas  cepat  (highway' construction) »  pembangunan 
pertanian,  pengairan  dan  irigasi,  perbaikan  kampung,  tenaga  listrik  dan 
lain  sebagainya. 

3.  IFC 

IFC  yang  mulai  beroperasi  pada  tahun  1956,  bertujuan  uantiik  mem- 
bantu para  pengusaha  swasta  di  negara-negara  sedang  membangun  tanpa  me- 
merlukan  jaminan  dari  pemerintah  negara-negara  berkembang  apepailamengr* 
alaitii  risiko.  Cara  operasinya  ialah  dengan  jalan  turut  melakukan  in- 
vestasinya  yang  berasosiasi  dengan  modal  dan  management  para  pengusaha 
swasta  di  suatu  negara.  Proyek-proyek  yang  mendapat  bantuan  keuangan 
IFC  biasanya  dalam  bidang  pengolahan  kayu,  pabrik  semen,  tekstil,  hasil 
produksi  karet,  alat-alat  perlengkapan  l^-strik,  pembuatan  bagian-bagian 
mobil,  dan  lain  sebagainya, 

Seh\ibungan  dengan  kegiatan  pembangiinan  yang  semakin  meningkat, 
negara-negara  berkembang  menganggap  perlu  untuk  menaj-kkan  modal  Bank 
Dunia.  Besarnya  pinjaman  untuk  tah\an  1976/1977  direncanakan  sebesar 
US$  5,8  milyar.  Jumlah  ini  menunjxakkan  suatu  kenaikan  yang  cukup  ting- 
gi.  Dalam  tahun  1975/1976  jumlah  pinjaman  yang  telah  disetujui  Bank 
Diinia/IDA  adalah  sebesar  US$  4.977  juta,  termasuk  US$  477,8  juta  lewat 
"third  window".  Walaupun  gambaran  tersebut  menunjukkan  suatu  perkem- 
bangan  pinjaman  dana  yang  cukup  menggembirakan,  namun  masih  dirasakan 
beliam  memadai  oleh  negara-negara  sedang  membangun.  Lebih-lebih  bila 
nilai  pinjaman  tersebut  diukur  secara  riil  '(dengan  ; .  memperhitungkan 
tingkat  inflasi) ,  mungkin  nilai  riil  sebenarnya  turun. 
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Dewasa  ini  sedang  ada  usaha  untuk  menaikkan  modal  Bank  Dunia.  Usui 
kenaikan  modal  tersebut  diharapkan  akan  segera  dibicarakan  lebih  Ian jut 
dalam  pertemuan-pertemuan  berikutnya.  Hal  ini  disetujui  oleh  beberapa 
negara  maju  termasuk  Belanda  dan  Jerman. 

Dalam  rangka  World  Bank  Group' rtiulai  tahun  1975  telah  diperkenalkan 
fasilitas  kredit  yang  disebut  "third  window"  facility.  Fasilitas  ,  pin- 
jaman  ini  berada  di  antara  persyaratan  pinjaman  lewat  IDA  (first  window) 
dan  lewat  Bank  Dunia  (second  window) ,  dengan  tingkat  bunga  pinjaman  se- 
besar  4%,  jangka  waktu  pinjaman  25  tahun  dengan  "grace  period"  ■  selama 
7  tahim,o  Untuk  tahun  1976  akan  tersedia  dana  macam  ini  sebesar  US$  1 
milyar  disertai  dana  subsidi  bunga  ("interest  subsidy  fund")  sebesar  4% 
(=  US?  225.juta).  Untuk  tahun.  1975  telah  direncanakan  penggunaan  dana 
tersebut  sebesar  US$  500  juta. 

Yang  berhak  memperoleh  dana  ini  adalah  negara  sedang  membangun  yang 
pada  tahun  1972  pendapatan  per  kapita  mereka  di  bawah  US$  200  juta  per 
tahun o  Walaupun  demikian,  negara-negara  berkembang  dengan  pendapatan  per 
kapita  US$  375  atau  lebih  sedikit  per  tahun,  dapat  pula  dipertimbangkan 
untuk  mendapat  pin j  aman . 

Dana  dari  jendela  ketiga  ini  akan  ditujukan  untuk  negara-negara 
berkembang  yang  memerlukan  modal  dalam  waktu  dan  keadaan  mendesak.  Oleh 
karena  kebanyakan  negara  yang  berhak  memperoleh  dana  pinjaman  macam  ini 
adalah  sangat  miskin  (most  seriously  affected  countries) ,  sehingga  un- 
tuk  membayar  bunga  saja  kurang  mampu,  maka  dalam  sidang  tahunan  IMF-Bank 
Dunia  di  Manila  dikemxakakan  agar  tambahan,;  sumbangan  kepada  dana  subsidi 
bunga  perlu  segera  diwu j ijdkan .  Dengan  demikian  rencana  pinjaman  sebesar 
US$  1  milyar  bisa  dicapai.  Dalam  sidang..  tahunan  tersebut  Perancis  menya- 
takan  kesediaannya  untuk  menyumbang  Dana  Sijbsidi  Bunga. 

Dapat  dikemukakan  di  sini  bahwa  dalam  perkembangannya  akhir-akhir 
ini  penggtinaan  Dana  Subsidi  Bunga  meliputi  jumlah  sebesar  US$  125  juta, 
sedangkan  penggunaan  dana  lewat  "third  window''  telah  mencapai  angka  se- 
besar US$  477,8  juta.  Komitmen  untuk  tahun  1977  telah  disetujui  sebesar 
US$  144  juta. 


4.  IMF 


Seperti  diketahui  tujuan  utama  didirikannya  IMF  adalah  untuk: 
(i)  mempromosikan  kerjasama  moneter  internasional,     (ii)  mendorong  per- 

luasan  perdagangan  internasional  serta  pertumbuhannya  yang  seimbang, 
(iii)  menjaga  kestabilan  nilai  tukar  uang,     (iv)  mengurangi  diadakannya 

pembatasan-pembatasan  pertukaran  uang,  dan  (v)     mengadakan  koreksi-ko- 

reksi  terhadap  ketidak-seimb^ngan  neraca  pembayaran  luar  negeri  suatu 

negara. 

Sebagai  badan  pengumpul  dana  internasional,  IMF  sebenarnya  merupa- 
kan  suatu  "bank  sentral  dunia"  yang  membantu  negara-negara  anggotanya 
yang  mengalami  kesukaran-kesukaran  dalam  memperoleh  Idikuiditas  interna- 
sional guna  keperluan  pembayaran-pembayaran  mereka  ke  luar  negeri. 
Dengan  syarat-syarat  tertentu  setiap  negara  anggota  dapat  meminjam  se- 
jumlah  dana  dari  IMF. 

Sekarang  ini  di  samping  fasilitas-fasilitas  kredit  biasa  seperti 
"credit  tranche",  "stand  by  arrangement",  dan  lain  sebagainya,  telah  di- 
perkenalkan  lima  macam  fasilitap  kredit  baru,  terutama  sejak  tahun  1974. 

Pertama,  fasilitas  kredit  y^ng  dikenal  dengan  nama  "oil  facility", 
mulai  efektif  dilaksanakan  sejak  bulan  Agustus  1974  sei:elah melalui  dis- 
kusi-diskusi  yang  kerap  dan  berlarut-larut.  Tu j uan  diiadakannya  fasilitas 
semacam  ini  ialah  untuk  membiayai  bagian  def  isit  neraca  pembayaran  suatu 
negara  yang  disebabkan  oleh  pengaruh  kenaikan  harga  minyak  (di  dalam 
keny.9taannya  adalah  sukar  memisahkan  defisit  neraca  pembayaran  karena 
soal  minyak  dan  karena  hal-hal  lain) .  Sumber  dana  fasilitas  kredit  ma- 
cam  ini  diperoleh  dari  dana  pinjaman,  khususnya  yang  disediakan  negara- 
negara  utama  yang  tergabung  ke  dalam  OPEC,  tetapi  juga  diperoleh  dari 
beberapa  negara  Indus triil  kaya.  Negara-negara  yang  berhak  menerima  fa- 
silitas kredit  macam  ini  adalah  semua  negara  yang  mengalami  defisit  aki- 
bat  kenaikan  harga  minyak  yang  tinggi  (termasuk  juga  untuk  negara-ne- 
gara industri  yang  mengalami  kesulitan  neraca  pembayaran  mereka  karena 
soal  minyak)  .  Akan  tetapi  oil  facility  ini  khususnya  ditujiakan  bagi  ne- 
gara-negara miskin  yang  mudah  terkena  pengaruh  kesulitan-kesulitan  eko- 
nomi  dunia  (most  seriously  affected  countries) . 
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Walaupun  cara  memperoleh  fasilitas  kredit  macam  ini  lebih  mudah 
dari  cara  yang  biasa,  namun  bunganya  sedikit  lebih  tinggi  daripada  bunga 
fasilitas  kredit  biasa,  yaitu  sebesar  7%  (bxinga  fasilitas  kredit  biasa 
adalah  sebesar  4%  sampai  6%) o  Untuk  tahun  1975,  btmganya  diturunkan  men- 
jadi  5%,  khusus  untuk  43  negara-negara  anggota  IMF  yang  disebut  most  se- 
riously affected  countries  tersebut  (negara-negara  MSA) . 

Oleh  karena  negara-negara  MSA  tidak  begitu  mampu  memikul  ■  beban 
biaya  penggunaan  oil  facility  ini,,  maka  telah  disetujui  untuk  menciptakan 
"subsidy  account"  yang  akan  membantu  negara-negara  MSA  di  dalam  membayar 
beban  bungao  Kredit  yang  diberikan  di  bawah  oil  facility  ini  berjangka 
waktu  7  tahuno  Untuk  tahun  1975  tersedia  dana  sebesar  .'SDR  .4,3'..'ijiilyar, 
termasuk  SDR  464  juta  sisa  kredit  tahun  1974  (carried  over)  yang  beliam 
digunakan  (catatans  pada  tahun  1974  nilai  tukar  SDR  terhadap  US  Dollar 
adalah  SDR  1  =  US$  1,2) o 

Fasilitas  kredit  baru,  yang  kedua,  yang  diberikan  IMF  ialah  "extended 
fimd  facility" .  Fasilitas  ini  disahkan  pada  tahiinl  1974  (diharapkan  akan 
teinas  diadakan  dari  tahun  ke  tahun)  dengan  tujuan  untuk  membantu  negara- 
negara  yang  mengalami  kesulitan  ekonomi  serious  karena  adanya  pengaruh 
neraca  pembayaran  yang  mengalami  kelemahan  strukturil. 

Extended  fund  facility  ini . merupakan  perluasan  dari  ' "stand  by  ar- 
rangement" atau  "credit  tranche"  yang  biasa  di  mana  dana  yang  tersedia 
meliputi  tiga  tahun,  bukan  satu  tahun  seperti  yang  biasa,  sedangkan  masa 
pelunasan  hutang  diperluas  men jadi  delapan  tahun,  bukan  lima  tahun.  ii-SB- 
ngan  demikian  total  kredit  dari  fasilitas  macam  ini  menjadi  240%  .dari 
kuota,  bukan  75%. 

Ketiga,  penyempurnaan  fasilitas  kredit  yang  disebut  •  "compensatory 
financing  facility".  Penyempurnaan  fasilitas  tersebut  telah  disahkan  di 
akhir  tah\an  1975.  Fasilitas  "compensatory  financing"  mulai  diperkehalkan 
pada  tanggal  27  Pfebruari  1963,  ycing  penggunaannya  diarahkan  untuk  mem- 
bantu negara-negara  penghasil  barang-barang  primer  yang  mengalami  kegon- 
cangan  ekspor  bairang-barang  tersebut.  Bagi  suatu  negara  yang  mengalami 
kesulitan-kesulitan  neraca  pembayarannya  yang  sifatnya  sementara  karena 
periabahan  hasil  ekspor  yang  mendadcJc  turun  bisa  mengadakan  kerjasama  de- 
ngan IMF    dalam    mencari    penyelesaian    dari  :  kesukaran-kesukaran  neraca 
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pembayaran.  Negara  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  permohonan  menarik 
dana  (drawing)  dari  IMF.  Dewasa  ini  cara  pemberiannya  lebih  lunak  dari 
cara  yang  lama,  yang  telah  dijalankan  13  tahun  lamanya  (sejak  1963) .  Com- 
pensatory financing  gaya  baru  ini  memperbolehkan  negara  anggota  menarik 
dana  dengan  batas  bukan  25%  tetapi  50%  dari  kuota,  dan  dengan  maksimum 
bukan  50%  tetapi  75%  dari  kuota.  Di  samping  itu  penilaian  keadaan  ekspor 
yang  jatuh  penghasilannya,  lebih  diper lunak  daripada  cara  yang  lama. 

Satu  bentuk  fasilitas  kredit  IMF  yang  mirip  dengan  compensatory  fi- 
nancing facility  adalah  "buffer  stock  financing  facility".  Untuk  meng- 
hindarkan  adanya  fluktuasi  harga-harga  barang  ekspor  negara-negara  ber- 
kembang  diperlukan  adanya  cadangan  penyangga  (buffer  stock) .  Fasilitas 
kredit  untuk  merabiayai  cadangan  penyangga  ini  bisa  diperoleh  dari  IMF. 
Pada  sidang  tahianan  IMF-Bank  Dunia  tahun  yang  lalu  (1975),  IMF  telah  me- 
mutuskan  bahwa  buffer  stock  financing  facility  dapat  digunakan  tanpa  ter- 
lebih  dahulu  menarik  "gold  tranche "-nya,  Pada  sidang  tahunan  bulan  Okto- 
ber  ini  negara-negara  penghasil  bahan  mentah  termasuk  Indonesia  dan  Ma- 
laysia menyarankan  agar  IMF  meninjau  kembali  fasilitas  pembiayaan  buffer 
stock  dan  menyarankan  agar  Bank  Dunia  ikut  serta  membiayai  usaha  buffer 
stock  tersebut. 

Fasilitas  kredit  baru  yang  keempat  merupakan  peningkatan  pemberian 
kredit  yang  biasa  dilakukan  lewat  "first  credit  tranche".  Peningkatannya 
itu  berupa  ketentuan  25%  dari  kuota,  ditingkatkan  menjadi  45%  dari  kuota. 
Jadi,  dengan  demikian  tiap-tiap  credit  tranche  (yang  dapat  ditarik  seba- 
nyak  empat  kali)  sekarang  sama  dengan  36,25%  dari  kuota.  Secara  keselu- 
ruhan  tiap  negara  anggota  IMF  sekarang  dapat  menarik  145%  dari  kuota.  Pe- 
ningkatan fasilitas  kredit  macam  itu  sangat  tergantung  pada  banyaknya 
kuota  yang  dimiliki  IMF,  yang  dewasa  ini  ditaksir  tersedia  US$  3.500  ju- 
ta  dan  hanya  ditujukan  untuk  negara-negara  berkembang.  Fasilitas  kredit 
macam  ini  telah  disetujui  oleh  "Interim  Committee"  (yang  diberi  tugas 
mengelola  dan  mengawasi  masalah-masalah  moneter  sehari-hari)  pada  perte- 
muan  Kingston,  bulan  Januari  yang  baru  lalu. 

Kelima,  adalah  fasilitas  kredit  baru  yang  dikenal  dengan  nama  "spe- 
cial trust  fund"  (dana  tanggungan  khusus)  yang  penggunaannya  ditujukan 
vmtuk  menolong    negara-negara    yang    pendapatan  per  kapita  mereka  kurang 
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dari  SDR  300  (=  US$  360)  setahun  pada  tahun  1973,  Kredit  ini  hanya  boleh 
digunakan  untiok  menutup  def isit  neraca  pembayaran  dari  negara-negara  ter- 
sebut  yang  mengalami  kesulitan.  Syarat-syarat  pinjaman  adalah  sangat  lu- 
nak. 

Dana  dari  kredit  macam  ini  akan  diperoleh  dari  sebagian  hasil  pen- 
jualan  cadangan  emas  (karena  emas  dikeluarkan  peranannya  dari  sistem  mo- 
nster internasional  yang  baru  nanti) ,  yang  ada  pada  IMF.  Telah  disetujui 
pada  pertemuan  Kingston  bahwa  simnber  dana  tanggungan  khusus  akan  dipero- 
leh dari  sumbangan  sukarela  dari  negara-negara  anggota  dan  penjualan  e- 
mas  IMF  selama  empat  tahun,  secara  bertahap  melalui  pelelangan  umum.  Me- 
nurut  jadwal  yang  telah  disetujui,  setiap  enam  minggu  emas  akan  dilelang 
sebanyak  780.000  troy  ounce  (1  troy  ounce  emas  =  31,103  gram  emas).  Pe- 
lelangan ketiga  telah  dilakukan  pada  tanggal  15  September  1976.  Negara- 
negara  MEE  mengusulkan  agar  jadwal  penjualan  emas  ditinjau  kembali  kare- 
na menggoncangkan  harga  emas .  Sebaliknya  negara-negara  berkembang  menye-. 
tujui  jadwal  yang  sudah  ditetapkan.  lUlljji 

Pada  sidang  tahiinan  bulan  Oktober  ini,  banyak  negara  menyarankan  a- 
gar  diambil  langkah-langkah  untuk  mewujudkan  pinjaman  dari  "trust  fund" 
ini  dengan  segera.  Dalam  pertemuan  bulan  Oktober  ini,  negara-negara  maju 
mengusulkan  untuk  mengeluarkan  15  negara  berkembang  dari  daftar  negara- 
negara  anggota  yang  dapat  menerima  pinjaman  dari  trust  fund  tersebut,  ka- 
rena dianggap  tidak  membutuhkan.  Adapun  negara-negara  tersebut  adalah: 
Argentina,  Bahamas,  Yunani,  Iran,  Irak,  Israel,  Kuwait,  Lybia,  Malta, 
Qatar,  Ara±i  Saudi,  Singapura,  Spanyol,  Persatuan  Emirat  Arab  dan  Vene- 
zuela. 

Negara-negara  anggota  IMF  yang  dapat  dipertimbangkan  tetapi  belum 
memenuhi  syarat.  untuk  menerima  pinjaman  dari  trust  fund  adalah  Birma, 
Kamboja  (Kampuchea),  Indonesia,  Laos,  Nepal,  Vietnam  dan  Muangthai  (Thai- 
land) .  Sementara  itu,  para  Menteri  Keuangan  negara-negara  pengekspor  mi- 
nyak  (OPEC)  telah  bersepakat  bahwa  delapan  negara  OPEC  seperti  Arab  Saudi, 
Kuwait,  Iran,  Persatuan  Emirat  Arab,  Irak,  Lybia,  Qatar  dan  Venezuela 
bersedia  menyumbangkan  bagian  keuntungan  dari  penjualan  emas  raereka  ke- 
pada  trust  fund  lewat  "OPEC  Special  Fund"  atau  secara  langsung. 
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III.   MASALAH-MASALAH  YANG  DIHADAPI  DAN  PEMECAHANNYA 

Perkembangan  ekonomi  menurut  waktu  bisa  terbagi  dalam  dua  masalah. 
Pertama-tama  masalah-masalah  ekonomi  jangka  panjang,  dan  kedua  masalah- 
masalah  ekonomi  jangka  pendek.  Masalah  pembangunan  dan  pertumbuhan  eko- 
nomi adalah  masalah-masalah  ekonomi  jangka  panjang «  Termasuk  di  dalam- 
nya  masalah  bagaimana  mengusahakan  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan 
yang  adil  dan  merata.,  Usaha-usaha  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  de- 
ngan  tingkat  kesempatan  kerja  yang  tinggi  dan  penuh  (full  employed  eco- 
nomy) juga  dapat  dipandang  sebagai  bagian  dari  masalah-masalah  ekonomi 
jangka  panjang. 

Masalah-masalah  ekonomi  jangka  pendek  pada  hakekatnya  berkisar  pa- 
da  masalah  naik-turunnya  gelombang  konjungtur  (business  cycle),  misal- 
nya  bagaimana  mengatasi  inflasi,  deflasi,  resesi,  pengangguran  karena 
siklis,  ketidak-seimbangan  neraca  pembayaran,  dan  lain  sebagainya. 

1.  Masalah  Bank  Dunia 

Dalam  rangka  masalah  ekonomi  jangka  panjang,  salah  satu  masalah 
yang  paling  banyak  mendapat  sorotan  ialah  masalah  pembagian  pendapatan 
yang  tidak  merata  dan  yang  semakin  terasa  pada  dasawarsa  tahun  1970-an 
ini:  Adanya  kepincangan  dalam  distribusi  penghasilan  ini  baik  dirasakan 
antar  negara  di  dunia  maupun  di  dalam  suatu  negara  itu  sendiri.  Tidak 
adanya  kesempatan  yang  sama,  baik  dilihat  secara  ekonomis  maupun  sosial, 
menjadi  sebab  utama  timbulnya  kepincangan  tersebut. 

Walaupian  dewasa  ini  perkembangan  kelompok  negara  berkembang  secara 
keseluruhan  menianjukkan  trend  yang  menaik,  namun  jurang  pemisah  antara 
kelompok  negara  berkembang  beliom  lenyap,  bahkan  semakin  melebar.  Ada 
negara-negara  berkembang  yang  pendapatan  per  kapita  mereka  di  bawah  US$ 
100  rata-rata  per  tahun,  tetapi  ada  negara-negara  kaya  yang  pendapatan 
per  kapita  mereka  di  atas  US$  6.000  setahun  seperti  Amerika  Serikat, 
Swiss  dan  Swedia,  sedangkan  negara-negara  Arab  penghasil  minyak  utama 
mencapai  pendapatan  per  kapita  rata-rata  US$  3.000  setahun,  Pendapatan 
per  kapita    negara-negara    termiskin    di    dunia     (MSA  countries),  yang 
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berpenduduk  lebih  1,2  milyar,  hanya  naik  dengan  rata-rata  US$  2  per  tahun 
(2%  per  tahun) ,  yaitu  dari  US$  130  pada  tahun  1965  menjadi  US$  150  pada 
tahun  1975. 

Untuk  mengejar  ketinggalan  tersebut,  maka  usaha-usaha  pembangunan 
adalah  suatu  syarat  mutlak  untuk  memperbaiki  keadaan  dalam  negeri  masing- 
masing  negara  berkembang.  Dalam  setiap  pertemucin  pada  forum  internasio- 
nal,  negara-negara  sedang  membangun  senantiasa  mendesak  agar  negara-ne- 
gara  maju  memenuhi  target  bantuan  seperti  yang  ditetapkan  PBB  (official 
development  assistance  =  ODA)  yaitu  sebesar  0,7%  dari  GNP  per  .tahun. 
Tetapi  ternyata  dalam  tahun  1975,  bantuan  pembangunan  resmi  (ODA)  hanya 
mencapai  0,36%  dari  GNP  negara-negara  maju. 

Dari  dana  bantuan  pembangunan  resmi  ini,  negara-negara  berkembang 
yang  berpenghasilan  sedang  (middle  income  countries)  menerima  hampir  se- 
pariahnya.  Sementara  itu  negara-negara  tersebut  juga  telah  menghabiskan 
kurang  lebih  60%  dari  bantuan  bersyarat  lunako  Dengan  deniikian  negara- 
negara  berkembang  yang  paling  miskin  masih  menerima  bagian  dana  bantuan 
yang  sedikit  sekali.  Lagi  pula  beban  hutang  negara-negara  paling  miskin 
ini  dirasakan  semakin  berat  dari  waktu  ke  waktu.  Hutang  yang  dipikul  oleh 
negara-negara  tersebut  untuk  tahun  1973  adalah  sebesar  US$  21,7  milyar, 
untuk  tahun  1975  sebesar  US$  28,5  milyar,  dan  diperkirakan  akan  menjadi 
US§  48,9  milyar  untuk  tahun  1980. 

Untixk  meringankan  beban  hutang  negara-negara  berkembang  yang  sema- 
kin berat  itu,  disarankan  agar  negara-negara  itu  meningkatkan  tabungan 
dalam  negeri.  Langkah-langkah  kerjasama  yang  bisa  dicapai  antara  lain 
bisa  berupa:  (i)  dihapuskannya  oleh  negara-negara  maju  dengan  sukarela 
hambatan-hambatan  baik  dalam  bentuk  tarif ,  maupun  hambatan-hambatan  la- 
in; (ii)  kebijaksanaan  ekonomi  serta  tata  cara  tertentu  yang  dapat  men- 
dorong  ekspor,  terutama  untuk  negara-negara  Asia  Selatan  yang  menderita 
penurunan  hasil  ekspor  bahan  mentah  dan  barang  setengah  jadi;  (iii)  ne- 
gara-negara miskin  harus  dapat  mendiversif ikasi  ekspor  mereka,  dan 
(iv)  negara-negara  miskin  harus  dapat  berusaha  untuk  mengurangi  keter- 
gantungan  mereka  pada  impor  barang-barang  pertanian,  terutama  bahan 
pcingan . 
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Sementara  itu,  untuk  memecahkan  masalah  kekurangan  dana  bagi  negara- 
negara  sedang  membangun,  Sidang  Tahunan  bulan  Oktober  ini  menyarankan  ca- 
ra  pembiayaan  bersama  (co-financing) .  Saran  ini  diajukan  oleh  satu  Panitia 
Pembangunan  (Development  Committee)  yang  dibentuk  oleh  IMF  bersama-sama 
Bank  Dunia.  Co-financing  ini  merupakan  pembiayaan  bersama  yang  berasal 
lebih  dari  satu  sumber  lembaga-lembaga  keuangan  internasional  dan  fihak 
swasta. 

Indonesia,  misalnya,  adalah  negara  yang  telah  memanfaatkan  pembia- 
yaan bersama  ini  yaitu  pembiayaan  antara  Bank  Dunia  dengan  "Saudi  De- 
velopment Fund"  untuk  pembangunan  proyek  Pusri  IV. 

Pada  umumnya  negara-negara  berkembang  mendesak  agar  pembiayaan  ber- 
sama ini   (co-financing)   senantiasa  ditingkatkan=  Dalam  sidang  tahunan  IMF- 
Bank  Dunia  bulan  Oktober  ini,  Belanda  juga  mendorong  dibentuknya  pembia- 
yaan bersama  ini. 

Oleh  Panitia  Pembangunan  tersebut  telah  dibentuk  satu  Kelompok  Kerja 
(Working  Group)  untuk  menjajagi  kemungkinan  dan  kemampuan  negara-negara 
sedang  membangun  untuk  memasuki  pasar  modal.  Kelompok  kerja  itu  diberi 
tugas  untuk  meneliti  peraturan-peraturan  dan  hal-hal  lain  yang  menghambat 
negara-negara  sedang  membangun  untuk  memasuki  pasar  modal  di  negara-nega- 
ra maju.  Di  samping  itu,  Kelompok  Kerja  tersebut  juga  ditugaskan  untuk 
mempelajari  pelbagai  saran  yang  dapat  membantu  negara-negara  berkembang 
tersebut  dapat  memasuki  pasar  modal. 

Panitia  Pembangunan  dalam  sidang  tahianan  tersebut  mengusulkan  kepada 
negara-negara  maju  di  mana  terdapat  pasar  modal  di  dalam  negeri  mereka, 
agar  mengadakan,  lilDeralisasi  pasar  modal  mereka  sepanjang  tidak  memberat- 
kan  neraca  pembayaran,  sehingga  negara-negara  berkembang  memperoleh  per- 
lakuan  yang  menguntungkan .  Apabila  negara-negara  maju  tersebut  mengadakan 
pembatasan  kuota  dalam  pasar  modal  mereka  terhadap  negara-negara  lain,  di- 
sarankan  agar  negara-negara  sedang  membangun  (negara-negara  berkembang) 
dibebaskan  dari  pembatasan  kuota  tersebut.  Panitia  Pembangunan  juga  me- 
nyarankan untuk  menghapuskan  hambatan-hambatan  administratif  dan  Iain- 
lain  terhadap  negara-negara  berkembang. 
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Dalam  sidang  tahunaii  IMF-Bank  Dunia  tersebut,  pada  umuinnya  negara- 
negara  maju  setuju  atas  gagasan  perpindahan  modal  dari  negara-negara  ma- 
ju  untuk  negara-negara  sedang  membangun  lewat  pasar  modal  (swasta) ,  akan 
tetapi  pelaksanaannya  perlu  diteliti  secara  cermato 

1 

Sementara  itu,  Dewan  Gubernur  IMF  dan  Bank  Dunia  menyetujui  usiil 
perpanjangan  masa  kerja  Panitia  Pembangunan  dengan  dua  tahun  yaitu  sampai 
dengan  tanggal  2  Oktober  1978.  Diusulkan  pula  agar  supaya  Panitia  Pem- 
bangunan tetap  merupakan  panitia  gabungan  IMF  dan  Bank  Dunia  yang  fung- 
sinya  -sebagai  forum  politis  tingkat  tinggi  untuk  memecahkan  masalah-ma- 
salah  pemindahan  dana-dana  pembangunan  ke  negara-negara  berkembang.  Usui 
inipun  disetujui  oleh  Dewan  Gubernur  IMF  dan  Bank  Dunia » 

Dalam  sidang  tahunan  bulan  Oktober  di  Manila  tersebut  telah  diper- 
timbangkan  pula  program  kerja  Panitia  Pembangunan  untuk  jangka  waktu  sa- 
tu  tahun  yang  akan  datang  yaitu  yang  meliputi  tiga  bidang  sebagai  beri- 
kut: 

a.  Bidang  Dana  Lunak 

Dalam  hubungannya  dengan  bidang  ini  terdapat  masalah-masalah  yang 
pemecahannya  perlu  dirumuskan  lebih  jauh,  yaitu  yang  meliputi  jumlah, 
persyaratan,  iuran  dana  lunak,  bantuan  neraca  pembayaran,  realokasi 
ke  negara-negara  berkembang  yang  berpendapatan  rendah,  priori tas  pada 
sektor-sektor  yang  menunjang  golongan  masyarakat  miskin,  persoalan  hu- 
tang  dan  pengerahan  dana-dana  dalam  negeri  serta  kebijaksanaan  dalam 
negeri  lainnya. 

b.  Bidang  Arus  Dana  nielalui  Lembaga-lembaga  Multilateral 

Bidang  ini  meliputi  perubahan-perubahan  tentang  jumlah  dan  per- 
syaratan program-program  pinjaman,  alokasi  secara  sektoral,  terutama 
lantuk  membantu  golongan  masyarakat  miskin,  pertambahan  modal  lembaga- 
lembaga  pembiayaan  pembangunan  internasional  dan  peranan  jangka  pan- 
jang  dari  lembaga-lembaga  tersebut. 
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c.  Bidang  Arus  Dana  Swasta 

Masalah-masalah  yang  timbul  dalam  bidang  ini  (perlu  dirumuskan 
lebih  jauh)  adalah  masalah-masalah  di  sekitar  liberalisasi  pera- 
turan-peraturan  dan  hambatan-hambatan  lainnya,  perluasan  co-fi- 
nancing, perluasan  program-program  bantuan  teknik,  pemberian  garan- 
si,  penjualan  obligasi  negara-negara  berkembang  dan  "International 
Investment  Trust". 

Dalam  sidangnya  yang  ke-VII  (yang  dilangsungkan  di  antara  Si- 
dang  Tahunan  IMF-Bank  Dunia) ,  Panitia  Pembangunan  telah  menunjuk 
Cesar  Virata,  Menteri  Keuangan  Pilipina,  sebagai  Ketua  Panitia  Pem- 
bangionan  dan  Sir  Richard  King  (Sekretaris  tetap  pada  Kementerian 
Pembangunan  Luar  Negara  Inggris)  sebagai  Sekretaris  Eksekutif  Pa- 
nitia Pembangunan. 

Dalam  rangka  membantu  peningkatan  usaha-usaha  pembangunan  di 
negara-negara  berkembang,  sidang  tahunan  bulan  Oktober  tersebut  mem- 
pertimbangkan  pula  perlunya  pengisian  dana  IDA  yang  ke-V,  agar  tetap 
dijaga  kelangsungan  pinjaman-pinjaman  lunak  kepada  negara-negara 
berkembang.  Seperti  diketahui,  hingga  saat  ini,  dana  IDA  yang  ter- 
sedia  hanya  cukup  dipakai  untuk  membiayai  proyek-proyek  sampai  de- 
ngan  bulan  Juni  1977.  Untuk  keperluan  tersebut  ada  gagasan  agar 
rencana  pengisian  dana  IDA  yang.ke-V  setidak-tidaknya  berjumlah  sa- 
ma  dengan  pengisian  dana  IDA  yang  ke-IV  atas  dasar  nilai  riil,  yaitu 
antara  US$  7,2  milyar  sampai  dengan  US$  7,5  milyar.  Diharapkan  bah- 
wa  pengisian  dana  tersebut  segera  dapat  diwujudkan  untuk  dapat  me- 
menuhi  rencana  pinjaman  tah\in  1977  sampai  tahun  1979. 

Pada  prinsipnya  negara-negara  maju  seperti  Amerika  Serikat, 
Jerman  Barat,  Inggris,  Perancis,  Belanda  dan  Jepang  menyetujui 
pengisian  dana  IDA  yang.ke-V,  yang  bahkan  dianggap  mendesak.  Negara- 
negara  pengekspor  minyak  oleh  Inggris  dan  Perancis  dianjurkan  untuk 
turut  mengisi  dana  IDA  yang  ke-V  ini.  Beberapa  negara,  pada  umumnya 
negara-negara  berkembang,  mendesak  agar  pengisian  dana  IDA  tersebut 
bukan  US$  7,2  milyar,  tetapi  US$  9  milyar.  Usui  tersebut  dimaksud 
untuk  menghindari  putusnya  pinjaman  IDA.  Bahkan  Belanda  menyarankan 
agar  jxamlah  dana  pinjaman  IDA  yang  ke-V  melebihi  angka  US$  9  milyar. 
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Untuk  tahun  pembukuan  1976/1977  Bank  Dunia  itu  sendiri  telah  me- 
netapkan  plafond  pinjaman  sebesar  US$  5,8  milyar,  dan  akan  memperke- 
ras  persyaratan  pinjaman,  yaitu  dengan  jalan  memperpendek  jangka  wak- 
tu  pinjaman.  Tingkat  bunga  pinjaman  itu  sendiri  akan  diubah  sehingga 
kira-kira  mendekati  b\inga  pinjaman  bank-bank  komersiil. 

Pokok-pokok  ketentuan  pinjaman  dari  Bank  Dunia  tersebut  didukung 
oleh  negara-negara  maju,  terutama  Amerika  Serikato  Hal  ini  ditentang 
negara-negara  berkembang.  Negara-negara  berkembang  menuntut  agar  pin- 
jaman Bank  Dunia  tidak  dibatasi  "ceiling"  US$  5,8  milyar,  supaya  sya- 
rat-syarat  pinjaman  ditinjau  kembaii  dan  kenaikan  modal  Bank  Dunia 
pada  umumnya  hendaknya  dapat  dilaksanakan .  Negara-negara  berkembang 
juga  menyarankan  bahwa  pinjaman-pinjaman  Bank  Dunia  hendaknya  dida- 
sarkan  pada  nilai  riil,  sehingga  dapat  mengatasi  "over  run  cost"  yang 
banyak  dialami  negara-negara  berkembang. 

Mengenai  permodalan  IFC  dapat  dikemukakan  bahwa  akan  direncana- 
kan  kenaikannya,  yaitu  dari  US$  110  juta  (sekarang)  menjadi  US$  650 
juta.  Amerika  Serikat  mendukung  sekali  rencana  peningkatan  modal  IFC. 

2.  Masalah  IMF 

Masalah-masalah  ekonomi  dunia  jangka  pendek  lebih  banyak  ditangani 
oleh  Dana  Moneter  Internasional  (IMF) .  Suatu  pengamatan  dari  para  ahli 
IMF  berkesimpulan  bahwa  pada  pertengahan  tahun  1976  ini,  perekonomian 
dunia  mengalami  kesembxahannya  yang  sempiorna  dari  resesi  yang  telah  ber- 
larut-larut  dalam  tahun-tahun  sebelumnya,  terutama  dalam  tahun  1974. 

Ekspansi  produksi  negara-negara  industri  maju  menunjukkan  perkem- 
bangan  yang  menggembirakan .  Dalam  tahun  1976  GNP  riil  negara-negara  in- 
dustri maju  secara  keseluruhan  diperkirakan  akan  naik  di  sekitar  5,5%. 
Kenaikan  tersebut  terutama  sangat  dipengaruhi  oleh  kenaikan  GNP  negara- 
negara  Amerika  Serikat,  Jepang  dan  Jerman  Barat,  tetapi  juga  terlihat  di 
negara-negara  Perancis  dan  Kanada,  sedangkan  Inggris  dan  Italia  menga- 
lami kenaikan  yang  agak  rendah. 
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Akibat  adanya  pemulihan  kegiatan  ekonomi  tahun  1976  ini,  tingkat 
perkembangan  perdagangan  dunia  dalam  tahun  ini  diperkirakan  akan  ber- 
kisar  antara  10%  -  11%.  Perkembangan  harga  barang-barang  primer  yang 
terus  menurun  sejak  tahun  1974,  mulai  menunjukkan  keadaan  yang  membaik. 
Kebutuhan  impor  negara-negara  kaya  yang  terpenting  diperkirakan  akan 
lebih  besar  daripada  kebutuhan  impor  selama  empat  tahun  sebelumnya. 
Beberapa  jenis  bahan  mentah  telah  mengalami  kenaikan  harga  selama  se- 
mester pertama  tah\in  1976. 

Sebetulnya  pemulihan  keadaan  ekonomi  dunia  sudah  mulai  terasa  se- 
jak tahun  1975,  dan  berkembang  terus  pada  tahun  1976  ini.  Namun  de- 
mikian  masih  terdapat  beberapa  masalah  pokok  yang  harus  dihadapi  ne- 
gara-negara di  dunia  ini,  Masalah-masalah  tersebut  antara  lain  berupa: 
(i)  masalah  inflasi  dan  pengangguran  dalam  negeri,  (ii)  masalah  keti- 
dak-seimbangan  neraca  pembayaran  dan  (iii)  masalah  fluktuasi  kurs  de- 
visa. 

Pada  umumnya  negara-negara  di  dunia  ini  telah  dapat  menekan  laju 
inflasi.  Buat  negara-negara  industri  maju,  tingkat  kenaikan  harga- har- 
ga masih  cukup  tinggi  yaitu  7%  rata-rata  setahun.  Menurut  ukuran  di 
negara-negara  maju,  tingkat  inflasi  yang  masih  bisa  ditolerir  adalah 
di  sekitar  5%  rata-rata  setahun.  Sementara  itu  tingkat  pengangguran  di 
negara-negara  maju  tersebut  masih  cukup  tinggi  (5-7%) ,  walaupun  tidak 
terus  meningkat,  karena  bertambah  baiknya  perekonomian  dionia. 

Sejak  terjadinya  krisis  moneter  internasional,  khususnya  sejak 
adanya  krisis  energi  di  tahun  1973  dan  1974,  neraca  pembayaran  negara- 
negara  telah  mengalami  perubahan  yang  fundamentil  di  mana  neraca  pem- 
bayaran negara-negara  pengekspor  minyak  mengalami  surplus  luar  biasa, 
sedangkan  negara-negara  industri  maju  menderita  defisit  dalam  neraca 
pembayaran  mereka=  Jumlah  defisit  neraca  pembayaran  ini,  kira-kira  men- 
dekati  defisit  neraca  pembayaran  negara-negara  berkembang  yang  tidak 
mengekspor  minyak.  Hingga  sekarang  ini  masalah  ketidak-seimbangan  ne- 
raca pembayaran  masih  merupakan  masalah  yang  belum  terpecahkan,.  Hal 
ini  er^t  sekali  kaitannya  depgan  masalah  perkembangan  likuiditas  in- 
ternasional (liquidity  problem)  dan  masalah  penyesuaian  neraca  pem- 
bayaran (adjustment  problem) . 
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Sejak  awal  tahun  1973  kebanyakan  negara-negara  memilih  sistem  nilai 
tukar  yang  mengambang  (floating-  exchange  rate  system) ,  dengan  maksud  un- 
tuk  mengatasi  kegoncangan  neraca  pembayaran,  Sistem  nilai  tiikar  mengam- 
bang berarti  nilai  tukar  (kiirs)  sering  dapat  bertabah-ubah „  Perubahan  kurs 
devisa  sangat  erat  hubungannya  dengan  pembedaan  tingkat  inflasi  antar 
negara-negara.  Dengan  demikian,  untuk  mengadakan  peri±iahan  nilai  uang 
(external  value  of  money)  suatu  negara  bisa  didasarkan  pada  perubahan- 
perubahan  tingkat  inflasi  negara  tersebut.  Akan  tetapi  perubahan  kurs 
yang  terus  menerus  tanpa  kendali  akan  membawa  pengarvih  yang  ' buruk  pada 
perkembangan  ekonomi  dalam  negeri.  Gejala  inflasi  yangmeluas  ke  seluruh 
dunia,  serta  menurunnya  kurs  mata  uang  beberapa  negara  akan  langsung .mem- 
pengaruhi  biaya  impor  (yang  semakin  meningkat)  dari  negara-negara  yang 
mendapat  kesulitan.  Antara  inflasi  dan  depresiasi  mata  uang  mempunyai 
pengarioh  timbal  balik  sehingga  menimbulkan  proses  komulatif  yang  pada 
akhirnya  akan  menurunkan  nilai  mata  uang  secara  terus  menerus.  Oleh  ka- 
rena  itu,  v/alaupun  di  dalam  sistem  moneter  internasional  yang  baru  di- 
perkenalkan  "floating  rate  system",  namun  IMF  senantiasa  menganjurkan . 
negara-negara  anggotanya  untuk  mengembangkan  suatu  sistem  kurs  devisa 
yang  stabil  lewat  pengendalian  inflasi. 

Inflasi  yang  sudah  meluas  menjadi  inflasi  dunia  ini  membawa  penga- 
ruh  yang  tidak  menguntungkan  bagi  pembangunan  negara-negara  berkembang, 
khususnya  negara-negara  berkembang  bukan  pengekspor  minyak.  Apabila  ter- 
jadi  kenaikan  harga  barang-barang  impor,  maka  negara-negara  tersebut  pa-, 
da  umumnya  tidak  mampu  meningkatkan  ekspor  mereka  sedemikian  rupa  se- 
hingga bisa  membikin  seimbang  neraca  pembayaran  mereka.  Padahal,  keba- 
nyakan negara  berkembang  tersebut,  masih  tergantung  pada  impor  barang 
modal  untuk  mempercepat  pertiorabuhan  ekonomi  dalam  negeri  mereka.  Dari 
keadaan  tersebut  di  muka,  jelaslah  bahwa  pinjaman  luar  negeri  masih 
sangat  diperlukcui.  Akan  tetapi  ternyata  justru  pinjaman  luar  negeri  yang 
lunak  dewasa  ini  menunjukkan  trend  yang  menurun,  selagi  neraca  pemba- 
yaran negara-negara  sedang  membangun  mengalami  defisit  yang  semakin  pa- 
rah.  Dengan  demikian  negara-negara  tersebut  terpaksa  mencari  pinjaman 
luar  negeri  yang  komersiil  sifatnya. 
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Dewasa  ini  terdapat  suatu  pandangan  yang  dominan  bahwa  pemecahan  ma- 
salah  inf  lasi  merupakan  kunci  jalan  ke  luar  untuk  menanggulangi  kesulitan- 
kesulitan  ekonomi  lainnya.  Kebijaksanaan  anti  inflasi  harus  ditempatkan  di 
muka.  Pengalaman  menunjukkan  (menurut  penganjurnya)  bahwa  kebijaksanaan 
untuk  menghilangkan  pengangguran  semata-mata  tanpa  memperhatikan  pengaruh 
inflasi,  ternyata  tidak  menibawa  hasil  seperti  apa  yang  diharapkan.  Oleh 
karena  itu  dalam  menghadapi  "economic  recovery",  tiap-tiap negara  di  dunia 
ini  harus  berhati-hati  di  dalam  melaksanakan  kebijaksanaan  ekspansioner- 
nya  supaya  tidak  lagi  memperluas  inflasi  seperti  yang  telah  terjadi  bebe- 
rapa  tahun  yang  lalu. 

Kebijaksanaan  anti  inflasi  biasanya  akan  mengurangi  impor  negara-ne- 
gara  industri  yang  berasal  dari  negara-negara  penghasil  bahan  mentah,  oleh 
kai^ena  itu  kebijaksanaan  anti  inflasi  harus  diikuti  oleh  kebijaksanaan 
untiak  memperbaiki  pasar  bahan-bahan  mentah  dan  hendaknya  dapat  ditingkat- 
kan  arus  bantuan  resmi  ke  negara-negara  penghasil  bahan  mentah.  Walaupun 
pada  tahun- tahun  belakangan  ini  arus  pinjaman  resmi  ke  negara-negara  ber- 
kembang  (baik  yang  datangnya  dari  negara-negara  industri  maju,  maupun  da- 
ri negara-negara  pengekspor  minyak)  telah  meningkat,  jumlahnya  masih  be- 
lum  memadai,  karena  adanya  disparitas  yang  besar  dalam  pendapatan  dan  ke- 
kayaan  di  antara  pelbagai  negara. 

Dalam  rangka  memelihara  kestabilan  moneter  internasional,  keseim- 
bangan  neraca  pembayaran  merupakan  hal  yang  menentukan.  Sejak  pecahnya 
krisis  moneter  internasional  di  tahun  1970  dan  1971,  hampir  semua  negara 
mengalami  kegoncangan  neraca  pembayaran.  Krisis  energi  di  tahun  1973  dan 
1974  lebih  meningkatkan  lagi  kegoncangan-kegoncangan  neraca  pembayaran, 
bahkan  telah  menyebabkan  adanya  periibahan-perubahan  di  dalam  struktur  ne- 
raca pembayaran  dxmia.  Hingga  sekarang  sebenarnya  para  ahli  belum  dapat 
menemukan  rumusan  yang  tepat  dari  mana  proses  neraca  pembayaran  harus  di- 
mulai . 

Untuk  mengatasi  ke tidak- seimbangan  neraca  pembayaran,  Sidang  Tahunan 
bulan  Oktober  tersebut  sepakat  bahwa  bukan  hanya  negara-negara  yang  meng- 
alami defisit  saja  yang  harus  melakukan  langkah-langkah  penyesuaian,  te- 
tapi  juga  negara-negara  yang  neraca  pembayaran  mereka  mengalami  surplus. 
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Pada  waktu  resesi  masih  amat  terasa  di  tahun-tahun  1973-1975,  keba- 
nyakan  negara-negara  mengadakan  politik  deflasi  karena  selagi  berlangsung 
resesi  telah  timbul  inflasi.  Dalam  hal  ini,  teoritis,  IMF  membenarkan  un- 
tuk  menutup  defisit  neraca  pembayaran  dengan  jalan  menyediakan  bantuan 
(pinjaman)  dana  dari  IMF  atau  pinjaman  komersiil.  Akan  tetapi  dewasa  ini, 
situasinya  telah  berubah.  Penyembuhan  ekonomi  semakin  jelas.  Direktur  Ek- 
sekutif  IMF  berpendapat,  bahwa  pinjaman-pinjaman  dari  IMF  dalam  rangka 
pembiayaan  defisit  neraca  pembayaran  harus  dikaitkan  dengan  tindakan  suatu 
negara  untuk  mengatasi  inflasi  di  dalam  negeri.  Lebih  jauh  disarankan  agar 
negara-negara  berkembang  mempertahankan  politik  stabilisasi  ekonomi  dalam 
negeri  sambil  melaksanakan  usaha-usaha  pembangunan. 

Dalam  periode  "recovery"  ini,  Sidang  Tahianan  bersepakat  bahwa  untiak 
mengatasi  defisit  neraca  pembayaran  harus  dilaksanakan  kebijaksanaan  fis- 
kal  dan  moneter  serta  kebijaksanaan-kebijaksanaan  dalam  negeri  lainnya. 
Bagi  negara-negara  industri  dengan  posisi  neraca  pembayaran  mereka  yang 
kuat,  dianjurkan  agar  supaya  proses  penyesuaian  neraca  pembayaran  mereka 
dilaksanakan  lewat  pengendalian  permintaan  dalam  negeri  (monetary  demand) 
yang  tidak  membahayakan  timbulnya  inflasi. 

Sehi±)ungan  dengan  hal-hal  tersebut  di  atas,  pengawasan  Sistem  Mone- 
ter Internasional  perlu  senantiasa  dilakxjkan,  giina  menjaga  stabilitas  mo- 
neter internasional .  Walaupian  sejak  tahun  1973  sistem  nilai  tukar  mengam- 
bang  secara  bebas  banyak  digunakan  negara-negara  di  diania  ini,  namun  ke- 
bebasan  itu  tidak  diharapkan  akan  mengganggu  kestabilan  moneter  interna- 
sional. Sebenarnya  masing-masing  negara  mempunyai  kewajiban  tertentu  da- 
lam pelaksanaan  sistem  kurs  devisa  yang  telah  dipilihnya,  sedangkan  IMF 
bertugas  mengawasi  pelaksanaan  kewajiban  tersebut. 

Ada  dua  cara  pengawasan  yang  bisa  diambil  terhadap  sistem  moneter 
internasional,  yaitu  (i)  penentuan  tata  cara  pelaksanaan  (code  of  con- 
duct) yang  harus  diikuti  oleh  tiap  negara  anggota,  dan  (ii)  konsultasi 
secara  periodik  tentang  pelaksanaan  sistem  pengaturan  nilai  tukar  yang 
dianut  tiap  negara  anggota. 

IMF  akan  mengalami  kesulitan  di  dalam  melaksanakan  "code  of  conduct", 
karena  (akibat  diperkenalkannya  "floating  rate  system")  banyaknya  sistem 
pengaturan  kurs  devisa  yang  berlaku.     Sebaliknya  konsultasi  tahunan  harus 
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diikuti  dengan  konsultasi-konsultasi  yang . dilakukan  dalam  jangka  waktu 
yang  lebih  pendek  agar  pengawasan  tersebut  dapat  menjadi  efektif ^ 
Pengawasan  yang  dimaksud  di  sini  bukan  terbatas  pada  pengawasan  kurs 
devisa,  tetapi  juga  pengawasan  terhadap  perekonomian  pada  umumnya.  De- 
wan  Direktur  Dana  Moneter  Internasional  diserahi  tugas  untuk  memikir- 
kan  cara  pengawasan  tersebut  dan  hasilnya  harus  dilaporkan  kepada  In- 
terim Conunittee  = 

Salah  satu  faktor  yang  perlu  dijaga  guna  memelihara  kestabilan 
moneter  internasional  ialah  tersedianya  likuiditas  internasional  yang 
cxakup.  Dengan  pulihnya  perekonomian  dunia,  kebutuhan  akan  likuiditas 
diperkirakan  akan  meningkat,  walaupun  secara  keseluruhan  kebutuhan 
•dunia  akan  likuiditas  sukar  diperkirakan.  Untiak  menghindari  inflasi  di-. 
sarankan  bahwa  sebaiknya  kebutuhan  akan  likuiditas  internasional  itu 
sebagian  besar  ditutup  dengan  likuiditas  bersyarat  (conditional,  liqui- 
dity) seperti  misalnya  kuota,  fasilitas-fasilitas  kredit  yang  diberi- 
kan  IMF  misalnya  oil  facility,  extended  fund  facility,  buff erstock  fa- 
cility, compensatory  financing  dan  credit  tranches. 

Sebagai  ilustrasi  dapat  dikemukakan  di  sini  bahwa  dalam  laporan 
Dewan  Direktur  IMF  tahun  1976  ada  disebutkan  bahwa  cadangan  resmi  du- 
nia selama  tahm  1975  naik  dengan  8%  yaitu  sama  dengan  SDR  194,7  mil- 
yar,  dan  selama  empat  bulan  pertama  tahun  1976  naik  lagi  sebesar  SDR 
a, 2  milyar  sehingga  jiomlahnya  menjadi  SDR  202,8  milyar. 

Dalam  hubuhgan  dengan  perkembangan  likuiditas  internasional,  be- 
berapa  negara  berkembang  mengusulkan  agar  IMF  mengadakan  penelitian  uh-  ' 
tuk  memperbesar  kuota  yang  akan  dilaksanakan  dalam  tahun  1978.  Seperti 
diketahui  kuota  masing-masing  negara  anggota  pada  IMF  merupakan  sumber 
dana  IMF  yang  dapat  dipinjamkan  dengan  bersyarat  kepada  negara  anggota  ■ - 
■yang  memerlukannya,  Hal  ini  sangat  diperlukan  guna  membiayai  defisit 
neraca  pembayaran  negara-negara  berkembang  yang  diduga  masih  akan,  mem- 
besar  di  tahun-tahun  mendatang, 

Oleh  negara-negara  berkembang  juga  diusulkan  agar  segera  ditin- 
jau  kembali  kemungkinan  untuk  mengadakan  alokasi  SDR  yang  kedua  dalam 
jumlah  yang  tidak  besar.  Hal  ini  sesuai  dengan  usaha  untuk    menjadikan  . 
SDR  sebagai  cadangan  moneter  internasional  yang  utama  (primary  reserve) . 
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Akhirnya  dalam  ulasan  ini  perlu  dikemukakan  pula  hal-hal  di  sekitar 
periibahan  anggaran  dasar.  Seperti  diketahui,  sejak  pertemuan  Kingston, 
Januari  1976  yang  melahirkan  Sistem  Moneter  Internasional  Baru,  banyak 
pembaharuan-pembaharuan  harus  dilakukan  yang  mengakibatkan  anggaran  dasar 
harus  diiabah. 

Perubahan  yang  kedua  anggaran  dasar  IMF  (perubahan  pertama  diadakan 
pada  waktu  diperkenalkan  sistem  SDR)  telah  mendapat  persetujuan  Dewan 
Gv±iernur  IMF  pada  tanggal  30  April  1976  dan  sejak  saat  itu  anggaran  dasar 
tersebut  telah  diajukan  kepada  negara-negara  anggota  untiik  mendapatkan 
ratifikasi.  Perubahan  anggaran  dasar  diperlukan  imtiik  memberikan  landasan 
hiikum  atas  langkah-langkah  yang  segera  akan  diambil  setelah  negara-negara 
anggota  IMF  mensahkan  Sistem  Moneter  Internasional  yang  baru  dalam  perte- 
muan Kingston,  Jamaica,  bulan  Januari  yang  baru  lalu.  Langkah-langkah  yang 
akan  diambil  tersebut  antara  lain  meliputi:  (1)  mengubah  ketentuan-keten- 
tuan  yang  ada  sekarang  mengenai  emas,  (2)  memberi  kemungkinan  kepada  IMF 
untiak  mengesahkan  kedudukan  negara-negara  yang  menjalankan  sistem  nilai 
tukar  mengambang  dan  memberi  kemungkinan  bagi  negara-negara  anggota  IMF 
memilih  sistem  nilai  tukar  tetap  (fixed  rate)  di  masa  mendatang  atas  da- 
sar persetujuan  mayoritas  suara  anggota-anggota  IMF,  (3)  memberikan  ke- 
kuasaan  kepada  IMF  untuk  menjalankan  suatu  kebijaksanaan  yang  menghiabiing- 
kan  (link)  bantuan  pembangunan  dengan  alokasi  SDR,  (4)  memberikan  kedu- 
dukan yang  permanen  atas  deklarasi  sukarela  tentang  perdagangan  (trade 
pledge) ,  (5)  memberi  kekuasaan  kepada  IMF  untuk  mengadakan  fasilitas 
si±istitusi,  (6)  menyempurnakan  "general  account"  serta  ciri-ciri  dan 
ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  penggunaan  SDRs  dan  perubahan-perubahan 
lainnya  yang  menjadi  akibatnya,  (7)  mendirikan  suatu  council  of  go- 
vernors yang  akan  dijadikan  decision  making  powers  yang  diperlukan  untuk 
mensupervisi  management  serta  pengesahan  (adopsi)  sistem  moneter  yang  ba- 
ru, mengawasi  pelaksanaan  proses  penyesuaian  neraca  pembayaran  yang  terus 
menerus . 

Berdasarkan  pasal  XVII  (a)  Anggaran  Dasar  yang  sekarang  masih  ber- 
laku  disebutkan  bahwa  anggaran  dasar  yang  telah  diubah  untuk  kedua  kali- 
nya  ini  akan  menjadi  efektif  yaitu  apabila  60%  negara  anggota  yang  memi- 
liki  80%  dari  seluruh  kekuatan  suara  menyatakan  .  menerima  perubahan 
anggaran  dasar  tersebut. 
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Indonesia  telah  menyatakan  persetujuan  atas  perubahem  kedua  anggaran 
dasar  IMF  pada  tanggal  28  April  1976.  Banyak  pula  negara  anggota  IMF  se- 
dang  menyelesaikan  langkah-langkah  legislatif  untuk  ratifikasi  perubahan 
anggaran  dasar  tumbuh. 

Sementara  itu  Interim  Coiranittee  telah  memilih  kembali  Willy  de  Clercq 
sebagai  ketua  pada  sidangnya  pada  tanggal  6  Oktober  1976. 

IV,  PENUTUP 

Kemakmuran  dunia  setelah  Perang  Dunia  II  memang  terlihat,  akan  tetari 
pi  pada  umumnya  hanya  dinikmati  oleh  negara-negara  di  belahan  bumi  bagian 
utara.  Keadaan  ini  nampaknya  mencemaskan  bangsa-bangsa    di    belahan  bumi 
bagian  selatan.  Mereka  sudah  tidak  sabar  lagi  menanti  janji-janji  negara- 
negara  industriil  kaya. 

Sepintas  lalu  terdapat  perkembangan  yang  menggembirakan  dalam  rangka 
bantuan  internasional .  Solidaritas  internasional  untuk  membantu  negara- 
negara  yang  paling  miskin  di  dunia  berada  dalam  suasana  yang  baik.  Akan 
tetapi  kalau  diteliti  lebih  jauh  sebenarnya  masih  terdapat  keengganan  ne- 
gara-negara maju  untiak  membantu  negara-negara  berkembang,  setidak-tidak- 
nya  "in  real  terms". 

Adanya  pelbagai  fasilitas  kredit  baru  baik  yang  diciptakan  dalam 
rangka  Bank  Diania^  maupun  yang  diadakan  dalam  rangka  IMF  untuk  sebahagian 
mencerminkan  niat  yang  semakin  meningkat  dari  negara-negara  kaya  untuk 
membantu  negara-negara  sedang  membangun. 

Akan  tetapi  vintiik  sebahagian  besar  niat  baik  negara-negara  kaya  ter- 
sebut  belum  diwujudkan,  baik  dalam  hal  persetujuan  mengenai  perdagangan, 
investasi  maupun  bantuan  internasional.  Semua  fasilitas  kredit  baru  yang 
diperkenalkan  baik  lewat  IMF  maupun  lewat  Bank  Dunia,  yang  dananya  akan 
ditunjang  negara-negara  kaya  bersama-sama  negara  OPEC,  masih  jauh  dari 
keinginan.  Tidak  jarang  negara-negara  kaya  menghendaki  bahwa  fasilitas 
kredit  baru  hanya  dibuka  satu  kali  saja. 
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Bantuan  internas.ional  yang  diadakan  lewat  IMP  berupa  "special  trust 
fund",  realisasinya  masih  harus  menunggu  hasil  pelelangan  emas  yang  di- 
lakukan  secara  berangsur-angsur ,  sehingga  memakan  waktu,  sedangkan  kea-i- 
daan  sudah  berubah  dan  sering  tidak  menguntungkan  negara-negara  sedang 
membangun.  Keinginan  negara-negara  sedang  membangun  untuk  menjadikan  SDR 
untuk  membiayai  pembangunan  mereka  sama  sekali  ditolak  negara-negara  ka- 
ya,  terutama  oleh  negara-negara  Amerika  Serikat,  Jerman  Barat  danJepang. 
Peningkatan  kuota  SDR  negara-negara  berkembang  dari  26%  menjadi  32%  yang 
amat  penting  bagi  menu tup  defisit  neraca  pembayaran,  masih  harus  dinan- 
tikan  realisasinya. 

Dari  berita  yang  diperoleh  dari  Manila  dapat  diketahui  bahwa  Bank 
Dunia  semakin  kehilangan  peranannya  sebagai  bank  pembangunan.  Akibatnya 
syarat-syarat  pinjaman  Bank  Dunia  diperketat  dengan  jalan  menaikkan  ting- 
kat  bunga  dari  8,5%  menjadi  8,9%.  Tenggang  waktu  bebas  bayar  angsuran 
dipersingkat  dengan  2,6  tahun.  Di  samping  itu  juga  IDA  sebagai  lembaga 
bantuan  internasional  yang  amat  penting  bagi  negara-negara  paling  mis- 
kin,  menderita  kekurangan  modal  yang  amat  gawat. 

Keadaan  seperti  itu  semua  tentu  mempersulit  langkah-langkah  mem- 
bantu  1.200  juta  penduduk  termiskin. 

Adalah  menarik  bila  diikuti  pandangan  Mahbub  ul  Haq  (Prisma,  Desem- 
ber  1975,  halaman  23-31)  yang  mengatakan  bahwa:  "pemindahan  sumber-sum- 
ber  dari  negara-negara  kaya  ke  negara-negara  miskin  dewasa  ini  seluruh- 
nya  secara  sukarela,  yang  sama  sekali  tergantung  dari  kehendak  politik 
negara-negara  kaya.  Jumlah  dan  syarat-syarat  bantuan  kebanyakan  ditentu- 
kan  oleh  keputusan  jangka  pendek  tanpa  perspektif  dan  jaminan  jangka 
panjang.  Dalam  hal  demikian  maka  tidak  ada  suatu  dasar  yang  telah  dise- 
pakati  untuk  pemindahan  sumber-sumber  itu" . 

Sejalan  dengan  pendapat  ul  Haq  adalah  pandangan  Presiden  Bank  Dunia, 
McNamara,  dalam  pidatonya  di  Manila  itu.  McNamara  mengatakan  bahwa  se- 
rangkaian  dialog  antara  Utara  dan  Selatan  lewat  banyak  forum  internasio- 
nal (pertemuan  Paris,  sidang  khusus  Majelis  Umum  PBB,  sidangke-IV  UNCTAD 
di  Nairobi,  dan  lain  sebagainya) ,  belum  mencapai  persetujuan  yang  memu- 
askan.  Sebabnya,  menurut  McNamara,  adalah  jelas  bahwa  perundingan-perun- 
dingan  itu  membicarakan  hal-hal  yang  kecil-kecil,  terlalu  detail,  baik 
dalam  persetujuan  komoditi,     cadangan    penyangga,     dan    lain- lain.  Yang 
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lebih  diperlukan  menurut  McNamara  adalah  ditemukannya  masalah-masalah 
mendasiar  yaitu  perlunya  pengertian  dasar  antara  negara-negara  kaya 
dan  negara-negara  miskin  tentang  sifat  dari  masalah  yang  dihadapi, 
langkah-langkah  yang  perlu  diainbil,  tanggung  jawab  dari  pihak-pihak 
yang  bersangkutan  dalam  mengambil  langkah-langkah  tersebut  serta  har- 
ga  yang  harus  dibayar  dan  hasil  yang  diperoleh  oleh  itiasing-masing  pi- 
hak.  Dengan  demikian  akan  menjadi  jelas  berapa  jvamlah  perdagangan  dan 
bantuan  tambahan  yang  harus  diberikan  oleh  negara-negara  maju  serta 
pembaharuan  kebijaksanaan  dan  perombakan  strukturil  apa  saja  yang  ha- 
rus dilakukan  oleh  negara-negara  berkembang  <, 

Secara  implisit/  baik  Mahbub  maupun  McNamara  mau  mengatakan  bah- 
wa  harus  ada  aturan  permainan  yang  pasti,  yang  "mewajibkan"  negara- 
negara  kaya  untuk  membantu  negara-negara  miskin. 

Masalahnya  adalah  apakah  negara-negara  industriil  kaya  mempunyai 
kemauan  dan  menyadari  akan  perlunya  mencari  suatu  kerangka  baru  bagi 
pemindahan  sumber-sumber  internasional  sebagai  salah  satu  bagian  esen- 
siil  dari  pembentukan  tata-ekonomi  baru  seperti  yang  dikatakan  kedua 
tokoh  di  muka, 

Memang  harus  diakui  bahwa  bagi  negara-negara  sedang  membangun 
yang  penting  adalah  dimilikinya  "kekuatan"  dalam  memper juangkan  ke- 
inginan-keinginan  mereka  di  forum  internasional o  Sekarang  negara-ne- 
gara berkembang  harus  lebih  dapat  menggalang  persatuan  dan  solidari- 
tas  yang  kompak.  Idee  semacam  ini  sekarang  dinamakan  "collective  self 
reliance".  Pertemuan  OPEC  di  Bali,  pertemuan  negara-negara  non-blok 
baru-baru  ini,  pertemuan  Kelompok  77  di  Meksiko  bulan  September  yang 
lalu  telah  membuka  jalan  \intuk  merintis  tervmjudnya  collective  self 
reliance  tersebut. 


KELAMBATAN  PERKEFIBANGAN  LEMBAGA-LEMBAGA  KEUANGAN  NASIONAL  AKAN 
MEMPERBESAR  KETERGANTUNGAN  PADA  BANK-BANK  INTERNASIONAL 


J.  PANGLAYKIM 


GAP  ANTARA  SEKTOR  INDUSTRI  DAN  SEKTOR-SEKTOR  LAIN 

Perkembangan  sektor  industri,  manufacturing,  pertambangan  dan  perda- 
gangan  sudah  memasuki  taraf  modern  dan  pertumbuhan  di  sektor-sektor  terse- 
but  sudah  dapat  dikatakan  mulai  mantap.  Kemajuan  di  sektor  ini  telah  di- 
mungkinkan  bergerak  lebih  cepat  karena  unsur  luar  negeri  yang  dapat  meng- 
kombinasikan  keahlian  menejemen/organisasi,  teknologi,  pemasaran,  akses 
pada  pasar  uang  dan  modal  internasional,  serta  adanya  jaringan  kerja  (net- 
work) .  Karena  unsur-unsur  itulah  sektor-sektor  manufacturing  telah  maju 
dengan  pesat.  Tetapi  jika  kita  melihat  perkembangan  lembaga-lembaga  keu- 
angan,  khususnya  bank-bank  swasta  nasional,  dapat  dikatakan  lembaga-lemba- 
ga keuangan  nasional  tertinggal  sangat  jauh  dalam  kegiatannya  memberikan  ' 
jasa-jasa  kepada  masyarakat  bisnis  yang  sedang  meningkat  kebutuhan-kebu- 
tuhannya.  Sebab-sebabnya  bersif ait  intern  dan  ekstern. 

Gambar  gap  antara  perkembangan  sektor-sektor  industri  dan  lembaga-lem- 
baga keuangan  tersebut  adalah  sebagai  berikut: 


Keterangan: 


 :    perkembangan  lem- 


perkemhangah  sek- 
tor industri  dan 
perdagangan 


baga-lembaga  keu- 
angan (khusus 
bank-bank  swasta 
nasional 


perkembangan  waktu 
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"Gap"  yang  terdapat  antara  perkeinbangan  sektor-sektor  industri  dan 
sektor  lembaga  keuangan  ditutup  oleh  usaha  sektor  lembaga-lembaga  keuang- 
an  asing  dan  multinasional.  Secara  konkrit  dapat  dikatakan  bahwa  hampir 
setiap  usaha  industri  dan  perdagangan  yang  beroperasi  pada  taraf  organi- 
sasi  modern  dihadapi  oleh  masalah  perbandingan  "equity-debt".  Pembentukan 
suatu  perusahaan/unit  industri  memerlukan  modal  jangka  panjang,  menengah 
dan  pendek  (modal  kerja) .  Modal  jangka  panjang  dalam  bentuk  equity  secara 
riil  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  para  pemegang  saham  nasional  seluriihnya 
(baik  PMDN  maupiin  PMA)  .  Pada  tingkat  ini  dimulai  ada  hub\ingan  hutang  dan 
kontrol.  Karenanya  menejemen  berada  di  tangan  yang  memberikan  pinjaman. 
Kemudian  sebagai  akibat  struktur  pimpinan,  unit  ini  dapat  meminjam  modal 
jangka  menengah  dari  perusahaan  luar  negeri  (Multinasional,  Mitsui,  Mit- 
subishi, pemegang  modal  Singapura,  Hongkong  dan  sebagainya) .  Pinjaman  ini 
dapat  berbentuk  tunai,  bahan-bahan  mentah,  peralatan,  dan  sebagainya.  Mo- 
dal kerja  diperoleh  dari  bank-bank  luar  negeri  yang  karena  adanya  "surat 
understanding"  dari  mereka  yang  memegang  menejemen  (perwakilan  partner  a- 
sing) .  Karena  itu  jika  kita  melihat  perkembangan  pabrik-pabrik  di  ling- 
kungan  modern  dan  yang  tergolong  sebagai  perusahaan  dengan  modal  besar/ 
menengah  (PMDN  dan  PMA) ,  ketergantungan  kita  kepada  bank-bank  luar  nege- 
ri, perusahaan  luar  negeri  dan  faktor  lain  yang  berasal  dari  luar  negeri 
terlihat  sekali.  Ini  tidak  mengurangi  peranan  yang  dijalankan  oleh  bank- 
bank  negara  dalam  rangka  pembiayaan  perusahaan  PMDN,  perusahaan-perusaha- 
an  dan  badan-badan  pemerintah. 

Menurut  sumber-sumber  resmi  yang  ada  jxamlah  proyek-proyek  Pi'lA 
yang  disetujui  hingga  bulan  Agustus  isis  adalah  +  US$  6,6  milyar  dan 
terealisir  US$  1,7  milyar  sedangkan  proyek-proyek  PMDN  yang  v fiissty^ui 
sampai  bulan  Juli  1976  tercatat  +  US$  4,6  milyar  (Rp  1.917  milyar)  dan 
terealisir  US$  1,3  milyar.  Proyek-proyek  PMA  dan  PMDN  yang  diaatujui  su- 
dah  melebihi  US$  11  milyar  dan  terealisir  mendekati  US$  3  Milyar  atau 
+  27%.  Dengan  demikian  modal  yang  masih  diperlukan  untuk  merealisir  selu- 
ruh  proyek-proyek  yang  telah  disetujui  adalah  US$  8  milyar.  Dapat  diper- 
kirakan  bahwa  sebagian  besar  modal  ini  akan  disuplai  oleh  lembaga-lembaga 
keuangan  asing  dan  perusahaan  asing  yang  meminjamnya  dari  lembaga-lembaga 
di  luar  negeri.  Ini  akan  melanjutkan  ketergantungan  kita  pada  lembaga- 
lembaga  industri  dan  keuangan  luar  negeri. 
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Dalam  jumlah  tersebut  belum  kita  perhitungkan  jumlah- juitilah  yang  .di- 
perlukan  secara  jangka  pendek,  di  mana  bank-bank  luar  negeri  (Singapura, 
Hongkong,  dan  sebagainya)  mengambil  peranan  yang  penting.  Jumlahnya  cukup 
besar  karena  dibutuhkan  xintuk  membiayai  bahan-bahan  mentah.  ..  Eexnbijiyaan 
pen±)elian  bahan-bahan  mentah  pada  umumnya  disalurkan  melalui  bank-bank  di 
luar  negeri  karena  tingkat  bunga  bank-bank  di  dalam  negeri  terlalu  tinggi. 
Hanya  pembukaan  L/C  secara  resmi  dilakukan  melalui  bank  devisa  beberapa 
hari  atau  minggu  sebelum  barang-barangnya  tiba  di  Indonesia.  Salah  satu 
indikator  jumlah  adalah  perdagangan  kita  dengan  Singapura  yang  pada  tahun 
1975  mendekati  US$  1  milyar  (ini  merupakan  jumlah  yang  ,  ^'imdeicvaltjejd")  , 
dan  sampai  dengan  bulan  Nopember  1976  sudah  melewati  US  $  1  milyar.  Se- 
ringkali  juga  pembelian  bahan-bahan  mentah  dilakukan  atas  dasar  T/R  (dibe- 
ri  kredit  selama  180  hari)  sehingga  sebagian  daripadanya  jika  sudah  dapat 
dijadikan  barang/tunai  dapat  digunakan  untuk  membiayai  sebagian  pendistri- 
busian  barang-barang  kepada  para  penyalur.  Keterang an  di  atas  menggambar- 
kan  betapa  besar  ketergantungan  kita  pada  lembaga/lembaga/perusahaan  luar 
negeri  (juga  termasuk  yang  mempunyai  perwakilan-perwakilan  di  Jakarta) . 


BANK-BANK  SWASTA  NASIONAL 

Pada  umumnya  bank-bank  negara  melayani  perusahaan-perusahaan  negara, 
langganan-langganan  swasta  yang  besar  serta  bank-bank  asing.  Bank-bank  a- 
sing  melayani  perusahaan  swasta  nasional  besar  dan  memperoleh  .  dana^dana 
yeing  tidak  digunakan  di  bank-bank  negara  serta  dana  bank-bank  swasta  non- 
devisa  sebanyak  40%  untuk  impor.  Dengan  perkataan  lain  langganan-langganan 
utama  dan  membutuhkan  jumlah- jumlah  besar  pada  umumnya  menjadi  langganan 
bcuik-bank  negara  dan  bank-bank  asing.  Tingkat  bunga  yang  mereka  peroleh  me- 
rupakan kombinasi  tingkat  bunga  bank-bank  negara,  bank-bank  asing  dan  dana- 
dana  yang  diperoleh  dari  bank-bank  asing  (yang  mempunyai  perwakilan  di  Ja- 
karta, Singapura  dan  Hongkong) .  Dengan  demikian  secara  rata-rata  mereka  da- 
pat menekan  tingkat  bunga  tinggi  dari  bank-bank  negara.  Ini  semua  tergan- 
tung  pada  proporsi  pinjaman  antara  ketiga  sumber  itu.  Pada  umumnya  permo- 
honan  kredit  melalui  bank- bank  negara  merupakan  suatu  proses  yang  ..  lama, 
men jengkelkan,  seringkali  berubah,  tak  menentu"  dan  sebagainya.  Jika  ma- 
sih  mempunyai  hubungan  baik    dengan    bank-bank    asing,     perusahaan  bonafide 
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lebih  baik  memilih  bank-bank  asing,  walaupun  ada  sebagian  yang  masih  mem- 
pertahankan  hubungan  dengan  bank-bank  negara.  Ada  grup-grup  yang  mempero- 
leh  cukup  fasilitas.  Selebihnya  yang  pada  umumnya  tidak  mempunyai  akses 
pada  bank-bank  negara  dan  bank-bank  asing  akan  pergi  ke  bank-bank  swasta. 
Umumnya  bank-bank  swasta  melayani  pabrik-pabrik  menengah  dan  kecil  (kecua- 
li  bilamana  salah  satu  pemegang  saham  atau  para  pemegang  saham  menjadi  pe- 
milik  pabrik  besar) ,  dan  pengusaha-pengusaha  kecil. 

Berhubung  dana  bank-bank  swasta,  khususnya  bank-bank  non-devisa,  di- 
peroleh  dari  sumber-sumber  dengan  harga  yang  tinggi,  maka  mereka  terpaksa 
menyalurkannya  dengan  harga  yang  tinggi  pula  (antara  2i-5—  3%  sebulan) .  Hal 
ini  terasa  agak  ganjil,  karena  perusahaan  kecil  (retailer)  yang  dalam  roda 
pendistribusian  merupakan  kaitan-kaitan  vital,  harus  membayar  bunga  ter- 
tinggi.  Kebutuhan  mereka  sebesar  satu  sampai  dua  juta  rupiah.  Karena  mere- 
ka tidak  dapat  dilayani  oleh  bank- bank  negara  dan  asing,  maka  mereka  ter- 
dorong  untuk  pergi  ke  bank-bank  swasta  nasional.  Berhubung  "cost  of  money" 
tinggi  dengan  sendirinya  mereka  harus  menyalurkannya  dengan  harga  yang  re- 
latif  mahal.  Jaringan  kerja  (network)  ini  juga  memperoleh  kredit  dari  pe- 
rusahaan industri  yang  seringkali  merupakan  beban  bagi  sektor  industri 
sendiri  sehingga  dalam  kenyataannya  mempertinggi  ketergantungan  kita  kepa- 
da  sumber-sumber  luar  negeri.  Penyalur-penyalur  kecil  ini  demikian  banyak- 
nya  sedangkan  dana  bank-bank  swasta  nasional  terbatas  serta  mahal.  Maka 
jika  mereka  tidak  memperoleh  dana  dari  kedua  sumber  di  atas,  mereka  terdo- 
rong  meminjam  dari  pasar  bebas  dengan  konsekwensi  yang  seringkali  fatal. 

Nasib  bank-bank  swasta  nasional  sudah  mulai  baik  dan  konsolidasi  su- 
dah  dapat  dilakukan  dengan  adanya  perubahan-perubahan  dalam  pola  pemi- 
likan,  pengawasan  dan  pimpinan  yang  lebih  profesionil.  Namun  jika  perkem- 
bangan  tetap  seperti  sekarang,  sebagian  besar  tidak  akan  dapat  melayani 
berbagai  kebutuhan  masyarakat  bisnis  dan  industri  akan  jasa  yang  makin  me- 
ningkat.  Seringkali  kenyataan  menunjukkan  bahwa  bank-bank  swasta  nasional 
menjelma  menjadi  pemberi  bisnis  kepada  bank-bank  asing.  Mereka  mencari 
bisnis  dan  bisnis  impor-ekspor  harus  disalurkan  melalui  bank- bank  asing. 

Bank-bank  negara  dalam  menghadapi  bank-bank  swasta  nasional  yang  mem- 
bawa  bisnis  kepada  mereka  masih  bersikap  "ambtenaar",  sedangkan  bank-bank 
asing  menerima  ini  dengan  gembira.    Khususnya    jika    mengenai  impor  karena 
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sejumlah  kira-kira  40%  diterima  terlebih  dahulu.  Tidak  jarang  bank-bank 
swasta  nasional  non-devisa  dapat  menghasilkan  bisnis  lebih  karanjg;US$  25 
juta.  Kevintungan  terbesar  akan  dinikmati  oleh  bank-bank  asing  yang  mem- 
punyai  network.  Juga  bilamana  diadakan  persetujuan  menejemen  yang  un- 
txing  adalah  bank-bank  asing,  karena  bank-bank  non-devisa  tidak  dapat 
menggunakan  networknya,  sehingga  keuntungan  hanya  sepihak. 

Bank-bank  nasional  non-devisa  dan  devisa  sudah  -  mejtipunyai  ..  sarana 
lantuk  berkembang  karena  terdorong  oleh  meningkatnya  kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat  bisnis  dan  industri.  Karena  itu  jika  kebijaksanaan-kebijak- 
sanaan  di  bidang  perbankan  tidak  mengikuti  dinamika  dan  cepatnya  peru- 
bahan,  dikhawatirkan  bank-bank  nasional  menjadi  hanya  pemberi  .bisnis 
kepada  bank-bank  asing  (khususnya  bank-bank  swasta  nasional  non-devisa) . 
Dunia  perbankan  swasta  nasional  non-devisa  merasa  cemas  bahwa  kepada 
mereka  belum  dapat  diberikan  semacam  kedudukan  transisi  di  mana  mereka 
dapat  mengambil  sebagian  bisnis  bank-bank  asing.  Bilamana  kita  hendak 
memperkembangkan  lembaga-lembaga  keuangan,  bimbingan  dan  pedoman-pedo-  ^ 
man  serta  gerak  yang  masih  bersifat  "mengekang"  tidak  ..akan  meinbantu 
menghilangkan  ketergantungan  kita  pada  lembaga  keuangan  luar  negeri. 


